SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 5/HM.03-Kpt/64.07 /KPU-Kab/I1I/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252
Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Kepala Sub bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan Perubahan
pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor
5/HM.03-Kpt/64.07 /KPU-Kab/IlI/2021 tentang Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat ;1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan . . .

jdih kpu.id/kaltim/kutaibarat



.

Pembentukan  Kabupaten @ Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang undang nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .
jdih kpu.id/kaltim/kutaibarat
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Republik Indonesia Nomor 6106);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1404);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Guberniur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonor 10 Tahun
2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1768);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja . . .
jdih kpu.id/kaltim/kutaibarat
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Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang
Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Program Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan
Komisi Pemilian Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihhan Umum
Kabupaten /Kota;

Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/20221 tentang
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub bagian
pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di
lingkungan Sekretariat Komisi Pemillhan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Barat Nomor 32/HM.03-BA/64.07/2022 Tentang
perubahan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

Nota Dinas dari Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat Nomor 11/HM.03-ND/2/2022 Perihal
Permohonan  Perubahan SK Nomor 5/HM.03-
Kpt/64.47 /KPU-Kab/Il1/2021 Tentang Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN . . .

jdih.kpu.id/kaltim/kutaibarat
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MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR
5/HM.03-Kpt/64.07 /KPU-Kab/I11/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT.
Menetapkan perubahan pengurus Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
Perubahan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melakukan
penggantian pengurus yang lama digantikan dengan
pengurus yang baru.
Perubahan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

ARKADIUS HANYE

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

jdih kpu.id/kaltim/kutaibarat




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 5/HM.03-Kpt/64.07 /KPU-Kab/I11/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
BARAT

PERUBAHAN PENGURUS
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

JABATAN DALAM BADAN
PENGURUS PENGURUS JABATAN KOORDINASI KEHUMASAN
LAMA BARU KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NO

Falmawanty Kasubbag Hukum

1. | Yunus, S Ketua Pelaksana

Patampang dan SDM
Kasubbag Teknis
Ropinda , . Penyelenggaraan
2 Hasibuan susan Budi Pemilu, Partisipasi Ketua Pelaksana

dan Hubmas

Hendra

3. | Sepriana Setiawan Staf Anggota
4. | Rahat Mardianus Staf Anggota
Bayu
. Denny
5. | Rahmatia Rahmadani Staf Anggota

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

AERLEN KUTAI BARAT
(/A

ARKADIUS HANYE

jdih kpu.id/kaltim/kutaibarat



